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RINGKASAN 

 

Davina Firanty. Juni 2023. TANGGUNG GUGAT OLEH LEMBAGA 

KEMANUSIAAN AKSI CEPAT TANGGAP DALAM PENYELEWENGAN DANA. 

Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung 

Mangkurat, 45 halaman. Pembimbing Utama: Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H., dan 

Pembimbing Pendamping: Rahmat Budiman, S.H., LL.M. 

Aksi Cepat Tanggap (ACT) adalah sebuah lembaga yang berasal dari Indonesia yang fokus 

menggalang dana yang terkumpul dari umat Muslim di daerah yang tertimpa bencana. 

Lembaga ini mengumpulkan donasi terbesar dari masyarakat yang mampu mengumpulkan 

kurang lebih Rp 500 miliar pertahun. Sebagai bagian dari akuntabilitas keuangannya ACT 

secara rutin memberikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan 

Publik kepada donator dan pemangku kepentingan lainnya, serta mempublikasikannya 

melalui media massa. 

Aksi Cepat Tanggap diketahui melakukan penyelewengan dana pada pembangunan Surau 

di Sydney Australia. Sydney Australia menyebutkan dana yang diberikan atau diterima 

pihak mereka tidak sesuai dengan informasi pendapatan yang diperoleh, dana yang diperoleh 

itu sebesar 3,018 miliar rupiah, sedangkan yang diterima oleh pihak komunitas Surau 

Sydney Australia hanya 2,311 miliar rupiah. Adanya pemotongan sebesar 23% dari total 

donasi yang diperoleh. Diketahui donasi pada pembangunan terrsebut melibatkan dana 

donasi dari masyarakat Indonesia. 

Pada kasus kedua, Aksi Cepat Tanggap diketahui telah menyelewengkan dana dari dana 

bantuan korban pesawat Lion Air JT-610. Diawali dengan pihak ACT yang menghubungi 

keluarga korban untuk pemberitahuan bahwa ACT merupakan lembaga yang ditunjuk oleh 

Boeing Financial Assistance Fund (BFAF).  Pada saat siding putusan Ahyudin, jaksa 

mengungkapkan bahwa dana yang terkumpul dari Boeing Community Investment Fund 

digunakan oleh Ahyudin beserta rekannya untuk menggunakan dana tersebut diluar 

peruntukkannya.     

Masalah pemotongan donasi yang berlebihan oleh ACT bisa kita lihat dalam 

kasus pembangunan musala (tempat salat) di Sydney, Australia.  Dari Rp 3,01 miliar dana 

donasi masyarakat yang harusnya mereka salurkan, ACT melakukan pemotongan yang 

cukup besar, yakni sejumlah Rp 707 juta – setara dengan 23% total dana. Komposisi 

pemotongan donasi tersebut adalah Rp 507,7 juta (16,8%) untuk biaya iklan di Facebook, 

Rp 168,9 juta (5%) diambil untuk ACT, dan Rp 29,4 juta untuk biaya administrasi bank 

penyedia metode pembayaran donasi. 

Seperti diberitakan oleh Kompas.com, Presiden ACT yang menggantikan Ahyudin, Ibnu 

Khajar, pun mengakui bahwa gaji presiden ACT sempat menyentuh angka 250 juta. Namun, 

gaji tersebut akhirnya diturunkan karena donasi yang menurun. Dilamsir dari Suara.com, ia 

pun mengakui bahwa lembaganya mengambil dana 13,5 persen dana umat untuk biaya 
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operasional. Angka tersebut menurutnya cukup masuk akal karena ACT merupakan 

lembaga filontropi, bukan lembaga zakat. 

Sejak tahun 2012, ACT mentransformasi dirinya menjadi sebuah lembaga kemanusiaan 

global, dengan jangkauan aktivitas yang lebih luas. Pada skala local ACT mengembangkan 

jejaringnya ke semua provinsi, pada skala global, ACT mengembangkan jejaring dalam 

bentuk representative person sampai menyiapkan kantor ACT diluar negeri dan telah 

menjangkau sampai ke 64 negara. Pada 2021, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim 

Polri menerima laporan atas dugaan penipuan dan keterangan palsu oleh ACT, pada 25 Juli 

2022, Polisi menetapkan empat pejabat senior ACT karena penggelapan dana, pada saat 

yang sama, polisi mengatakan bahwa ACT menyelewengkan sekitar 3 miliar ruber dari 

Boeing, yang seharusnya ditujukan untuk membantu keluarga korban jatuhnya Lion Air JT-

610.  

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang terdiri dari penelitian terhadap 

azas-azas hukum yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan pertimbangan 

hukum dan menganalisisnya berdasarkan kaidah hukum tertentu dengan norma hukum 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009, Peraturan 

Menteru Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 menggunakan pendekatan undang-undang 

(statute approach) yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan 

dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan menggunakan Teknik pengumpulan 

bahan dengan cara studi dokumen dan studi Pustaka yang dianalisis dengan cara melakukan 

inventarisasi deskriptif. 

Perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk perikatan yang lahir dari undang-undang 

sebagai akibat daru perbuatan manusia yang melanggar hukum yang diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata. Penyelewengan dana merupakan dana yang dikumpulkan 

untuk suatu maksud tetapi telah disalah gunakan untuk keperluan yang lain. Keperluan yang 

dimaksud dalam kasus ini adalah penyelewengan dana untuk keperluan pribadi yang dapat 

dikategorikan dalam perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang juga dapat 

didefinisikan sebagai kewenangan yang ada pada diri seseorang yang berasal dari suatu 

kaidah hukum, dimana pelaku mengambil hak keluarga korban untuk mendapat dana 

sanjungan dari masyarakat yang telah disumbangkan. 

Perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga 

berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain bertentangan dengan kesusilaan 

maupun sifat berhati-hati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat. Perbuatan 

melawan hukum juga dapat diartikan sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum 

yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur prilaku berbahaya, untuk memberikan 

tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan 

ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat. 
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ABSTRAK 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penyelewengan dana termasuk 

perbuatan melawan hukum dan pihak siapakah yang dirugikan oleh pelaku penyelewengan 

dana Aksi Cepat Tanggap. 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan yang terdiri dari penelitian 

terhadap azas-azas hukum yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan 

pertimbangan hukum dan menganalisisnya berdasarkan kaidah hukum tertentu dengan 

norma hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 menggunakan pendekatan 

undang-undang (statute approach) yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan 

perundang-undangan dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan menggunakan 

Teknik pengumpulan bahan dengan cara studi dokumen dan studi Pustaka yang dianalisis 

dengan cara melakukan inventarisasi deskriptif. 

Adapun hasil dari penelitian ini: Pertama, Penyelewengan dana yang dilakukan oleh 

lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap dikategorikan sebagai perbuatan melawan 

hukum yang bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum 

si pelaku. Diartikan sebagai kewenangan yang ada pada seseorang yang berasal dan suatu 

kaidah hukum, kasus ini juga merupakan perbuatan penyalahgunaan hak yang dapat 

merugikan orang lain. Menurut Van Apeldorn, penyalahgunaan hak terjadi apabila 

seseorang melaksanakan haknya dengan cara yang bertentangan dengan maksud 

diberikannya hak itu, yaitu bertentangan dengan tujuan sosialnya. Pada kasus tersebut maka 

peneliti dapat melihat unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum secara jelas, adanya.  

Perbuatan melawan hukum dari kasus tersebut merupakan perbuatan Misfeasance yaitu 

perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan yang mana merupakan kewajibannya atau 

merupakan perbuatan yang dia mempunyai hak untuk melakukannya.  ACT merupakan 

lembaga kemasyarakatan non-profit yang memiliki pola Kerjasama yang diatur dalam 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 dan disebutkan dalam Pasal 7b 

yaitu “Kerja sama pemerintah daerah provinsi dengan organisasi kemasyarakatan nirlaba 

lainnya yang mempunyai ruang lingkup provinsi.” 

Kedua, Pihak yang dirugikan oleh penyelewengan dana dalam kasus Lion Air yaitu para 

keluarga korban yang berhak atas haknya yaitu mendapatkan dana donasi dari masyarakat.  

Adanya kerugian yang disebabkan oleh pelaku, sesuai ketentuan dalam Pasal 1233 

KUHPerdata maka pelaku wajib untuk mengganti kerugian.  Dijelaskan pula pada Pasal 35 
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Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 2009, ACT sebagai organisasi 

kemasyarakatan nirlaba yang berselisih maka harus mengikuti peraturan. Jenis pertanggung 

gugat dalam Pasal 1367 KUH Perdata menyatakan bahwa kasus yang menyebabkan 

kerugian ini yaitu pertanggung gugat untuk kerugian yang timbul karena kematian, 

menderita, luka dan penghinaan.  

 

 

Kata kunci (keyword): penyelewengan dana, perbuatan melawan hukum, Aksi Cepat 

Tanggap.  
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